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TENTANG 

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KABUPATEN SAMBAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SAMBAS ' 
Menimbang ; a. bahwa untuke meningkatkan disiplin berlalu lintas bag 

penggun jalan dan masryrake.at, menciptakan 
eaanan, ketertiban, elancaran serta.enyaranan 
bagi penggun«a jalan di krwassn tertib au lints jala.n, 
maka perlu pengaturan mengenai karwassn tertib lalu 
lintas di Kbupaten Sabe; 

b. bahwa berdasark.an pertimbangan se bagaimana 
dirak.sud uruf a di at.as, perlu menetaplka Peruturan 
Bupati tentang Kawa.en Tertib Lalu Lintas di Kabupaten 
Sambas 

L. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, 

2. Undang-Undang Noror 27 TAhun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nornor 3 Tahun 
1953 tentang Pernbentukan Dacra.h Tingkat I di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Re publik 
Indonesia Noror 352) ebegai Undang- Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia fahun 1959 
Nomor 72, Tanbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820 

3. Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Re publik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 132, Tamnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia ioror 444]; 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu 2009 Nomnor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 502.54; 

5. Undang-Undang Noor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Taurnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nonor 5234j 



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pererintah.an Daerah (Lerbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaman.a telah dua kali diubah, terakhir dengan 
Undang Undang Nonor 9 TAbun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang - Undang 23 tahun 2014 
tentang Pererintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tu 2014 Noor 58, Tnba han 
Lembaran Negara Republik Indonesia Norr 56794; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang 
Organise.i Peranglat Daera.h (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan 
Lembaran Negara epublik Indonesia Nono 4741; 

8. Peraturan Pererintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang 
Manajemen dan Rekaryasa Lalu Lint.as, Analisis DAm pa.k 
Serta Manaemen Kebutuha.n Lau Lint.as (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5221, 

9. Peraturan Pemerintah Noror 55 Tahun 2012 Tentang 
Kendaraan (Lembo.ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1993 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 3530l 

to. Peraturan Pererintah Nono 79 Tahun 2013 Tentang 
haringaen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia fhun 2013 Nomor 
193,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5468), 

I. Peraturan Pererintah Nomor 74 Tahu 2014 Tentang 
Angkutan Malan (Lembera.n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 260,Ta.mbaha.n 
Lembaran Negara Republike Indonesia Noror 594; 

2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Ta.bun 
2006 tentang Mana jemen Relearyasa Lalu Lintas di Jalan; 

3. peraturan Menteni Perhubungan Noror 14 Tahun 20OT 
tentang Kendaraan Pengangkut Peti Keras di Jalan; 

14 peraturan Menteri Pertubunga Noror p 13 Tun 
2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 204 Nomor 514) 

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 
2014 tentang Mark.a Malan (Derita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244) 

l6. Peraturan Daera.h Kabupaten Sambas Nono 7 TAhun 
2004 tentang Penyelenggaraan per hubugan di 
abupaten Sambas (Lembaraan Daera.h Kabupaten 
Sambas Tahun 2004 Nomor 56), 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Noor 2 hun 
2008 tentang Urusan Pererintahan Daerah Kabupaten 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Thun 2008 
Nomor 2) 

18. Peraturan Daera.h Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas 
(Lembaran Daera.h Kabupaten Sambas Tahun 2008 
Nomor ; 



19. kKeputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 Thu 
1993 tentang Penyelenggraan Angkutan Barang di Jalan 
sebagairnana tela.h diubah dengan Keputusan Menter 
Perhubungan Nomor KM. 30 Tahun 2002 tentang 
perubaha Ata Keputusen Menter pehubungaen M 69 
Tahu 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang 
di Jalan; 

MEMUTUSkAN 

PERATURAN BUPATT TENTANG KAWASAN TERTIB 
LALU LINTAS DI KABUPATEN SAMBAS. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

al l 

• Daerah adalah Kabupaten Sarnbes 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daera.h sebagad 

unsur penyelenggars Penerintahan Dara.h. 
3. Bupati adalah Bupati Sambas 
4 Dinas adalah Dinas pertubungan Krunikasi Dan Informatika 

Kabupaten Sambas. 
$. Kepala Din.as a«dalah Kepal Dinars Per hubungan Komunka.i Dan 

Informatika Ka bupaten Sambas 
6. Kendaraan adalah suatu sacra.n.a a.nglut di jalan yang tendirj atas 

Kendaraan Bermotor da Kendaraa Tidake Berrnotor 
7Kendaraan Berrotor adalah setiap Kerdaroan yang digerakkan oleh 

peralatan melarik berupa mesin slain kKendaraan yang berjala.n diatas rel 
8. Kendaraan Tidak Bermotor adala.h setiap Kendaraan yang bengera.k oleh 

tenaga manusi dan/ atau hewan 
9. Kendaran Bermotor Ururn adalah setiap Kendaraan yang diguna.kan 

untuk angkutan barang dan/ at.au orang dengan dipungut baya.ran 
10. Parlir adalah keala.an Kendaraaen berhenti atau tidak bergerak untuk 

sementara dan beberape seat dan ditingall.an pengemudinya. 
IL. Berhenti adalah kcadaan Kendaraan tidak bergerak untu.k sementara dan 

tidak ditirgallan pengerudinya 
12. Lalu Lin tas adalah gera.k kendaran dan orang di ruang lalu lintas jalan 
13. Jalan adalah seluruh began jalan, termasuk beagunan begian pelengkap 

dan perlengkapen yang diperuntukda beagi ladu lintas umum, yang berad.a 
pada permu.kaaon tanah, dia t.as permuaaen tan.ah, dibawah permukaan 
tanah dan/ atau air, era hat.as permukavan air, kecua.hi jaan rel da 
jalan label. 

14 ambu Lalu Lintas adalah began perlengkapan jalan yang berupa 
lambang, huruf, angka. kalimat, dean/ at.au perpaduan yang berfungi 
sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bag pengguna jalan 

5. Marka Jalan adalah suatu ta.nda yang berada di peroukaan ala.n at.au 
diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang 
men bentu.k garis membufur, gris lintang garis serong serta lam bing yang 
berfungi untuk mengarah.kan aurus lalu lint.as dan mnem bat.as daera.h 
kepentingan lalu lintas. 

16. Tertib Lalu Lintas adala.h situasi pengerakan pengguna jalan dan 
pemanfaatan yang teratur menurut aturan yang berlakeu 

17. Kawasan Tertib Lalu Lintas adalah penggalan jalan dan lingkurgan di 
sekitarnya yang telah ditentukan sebagai ternpat pergerakan dan 
pemanfaatan jalan yang sesuai dengan Peraturan erundangan Laulu Lintas 



18. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkeutan Jalan adalahsuatu keadaan 
terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang 
dise babkan oleh anusia, endara.an, jalan, dan / atau bing.kungan 

19. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkcutan Jalan adala.h suatu keadaan berlalu 
lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan ha.k kewajiban se tap 
pengguna jalan. 

20. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu 
lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan 
kemacetan di jala. 

2I. Pembinaan adala.h mensosialisacs.an peraturan lalu hint.as pad.a penggnaa 
jalan dan pengusaha angkutan jalan secara teratur dan berkelanjutan 

22. Bongkar Muat Bara.ng adala.h rangkaian kegatan untuk menakkan dan 
menurun.k.an barang ked an daikendaraan 

23. SKPD adalah suatu kerja Perangkat Dara.h di Lirgk ungan Pererintah 
Kabupeaten Sambas 

BAB I 

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

asad 2 

(I) Makesud penyusunan Peraturan Burpati ii adaLah untuk memberikan 
pedoraon terhalap pelaka.nan Kawata Tertib La.lu Lint.a Jalan 
Kabupaten Sambas 

(2 Tujuan Penyuwunan Peraturan bupati adala h untukt 
a. mencipta.an ketertiban dan kelancaran lau intas jalan di Ka bupaten 

Samba; 
b. meningkatka epatuha, ketaatan para pengemudi kendaraan 

bermotor terhadap ketentuan dan peraturan lalu lintas; dun 
c. menjamin terpeliharanya saran.a dan prasarand jalan dan jembatan 

berikeut utilitasnya di Jalan Kabupaten Sambas. 
(3) Ruarg lingup Peraturan Bupti ini mencakp; 

a. Kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Sambas; 
b. kewajiban; 
c. larangan; 
d. pembinaan da pengawasan; 
e. sank.si; dan 
f etentuan penutup 

BAB III 

KAWASAN TERTI LALU LINTAS DI KABUPATEN SAMBAS 

Ruas Jal.an sebaga awasan tertib lalu lintas di Kabupaten Sambas 
sebagarana tercantum dalam Larpiran Peraturan Bupati ini dan erupakan 
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dai Peraturan Dupati ini 



Kawa.san Tertib Lalu Lintas sebagairaa dimake.sud dalam asal 3 merupakan 
kawasan yang ditetaplan sebagai sasaran prioritas dalam mewujudkan situasi 
pengera.kan pemakai jalan dan pernanfaat.an jalan yang teratur melalui paya 
optimal Instansi yang berwenang dan peran serta moasyaura.k.at. 

Kawasaun tertib lalu lintas berfungsi untuk memberikan dorongan kepad.a 
pemakai jalan agar menampilkan sikcap dan perilaku berlalu lintas sesua 
dengan Peraturan Perundag-Undangan dan mendorong instansi yang 
berwenang dalam upaya mewujudkan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan 
lacar serta pya pengem.ban.gan sacra.na dan prasaran.a 

BA IV 

KEWAJIBAN 

Peal 6 

Pengemudi dan Penumpang Kendaaa Bermotor yang melalui/ melintasi di 
ruas jalan pala kawasan tertib lalu lintas sebagaimana dirake.sud dalam pasal 
3 berkewajiban untukt 

a. berperilakeu tertib dan berpalaian sopan; 
b. mengerudikan kendaraan ca.ra wajar dan penuh lonentrat; 
c. mengunakan sa bu.k pengaras bagi kendaraan berrotor roda empat dan 

atau le bih; 
d. menggunaka helm Stander Nasional Indonesia (8NI) bag pengendara 

epeda motor termasuk yang dibonceng 
e. Sepeda motor wajib menyalalean lampu utama pada siang dan malam hari; 
f. sepeda motor wajib menggunakan lajur paling kiri, terkecuali ketika akan 

berbelok ke arah kanan ataru adanyagangun di jalur paling kiri; 
g. kendaraan roda empat dan/ atau le bih, wa jib mengqunakan lajur tenga.h 

dan lajur kanan terkecuadi ketila al.an berbelo.k kearah kiri, 
h. mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan mark jalan yang terpasang; 

kendaraan angkutan ba.rang yang semen dan galian C (Pair, batu dan 
tanah) wajib memasang tarpal penotp secara sempurna, membersihkan 
kendaraan sebelum beranglat dan bertanggung jwab untu.k tidak 
mengotori jalan alibat operasional kendaraan; dan 

j. kendaraan angkutan barang yang mengangkcut muatan relebihi panjang 
kendaraan wajib memasang tanda peringatan kepada penggtuna jalan lain 

(l) Dalam hal terdapat perbeikan dan perelihara.an jalan yang mengalibatkan 
tenganggunya fungi perlengkapan jalan, mala instansi/ SKPD yang 
bertanggung jawa.b di bidang jala wjib berkoordinasi dengan instansi/ 
skKPD yang bertanggung jarwab di bidang sarana dan prasaran.a lalu lintas 
dan angutan jalan sesuai dengan kewen.ananny.d. 

(2) Setelah dilakukan perbeaian dan perehihara.an jalan sebagaman.a 
dimaksud pada ayat (l) instansi/ $9PD sang bertangung jawa di bidang 
jalan wajib memulihkan keberadaan dan fungsi perlengkapan jalan. 

, 



LARANGAN 

Pasad 8 

(I) Pada kawasan tertib lalu lintas dilarang untuk 
a. pengguna kendara.an tidak bermotor jeiris becake dan gerobak; 
b. berjualan pala trotoar disepanjang ruas jalan kawasan tertib lalu lintas; 
c. berhenti dan/ atau memerkirkan kendaraan diatas trotoar dan/ atau di 

bad.an jalan; 
d. mengemudikan kendaraan sambil melaul.an aktifits lain yang dapat 

mengganggu konsentrasi seperti menggunakan telepon genggam dan 
lain-lain; 

e. melakukan aketifitas bongkar uat barang diat.as trotoar darn/ tau di 
badan jalan; dan 

f. kendaraan angkutan roda enam dan/ atau lebih dilarang melintasi di 
Malan Kabupaten Sambas setiap hari Pukul 06.00 s/d 19.00WID 
terkecuali untuk tujuan di Joan Kabupeaten Sambas yang tida.k meriliki 
akses lain setelah mendapat persetujuan tertulis darj Din.as 
Pertubungan, Korurikasi da Informatika Kabupaten Sambas. 

BAB VI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 
Pembina.an dan pengawasan terhalap kawassn tertib lalu lints dilaksanakan 
bersarsama dengan instand/ SPD terlauit meliputi; 

u. Dines perhubungan, Kortrikaesi dan Informatika Kabupeaten Sarnbas 
bertugas melengkapi fas.lite au inta yang meliputi rarburam.bu, ark.a, 
trafiet light serta engatur dan mnenertiblan endaroan angkutan tu urn, 
orang maupunba.rang 

b. Polisi Resort abupaten Sambas bertugas mengawasi dan meninda.k 
pelarggaran lalu lintas yang terja«di di Kawasan Tertib Lalu Lintas; 

c. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas bertugas menertibka 
peranfaatan jalan yang tidak sesui dengan peruntulakkannya, 

d. Dinas Dinas Pekerjaacn Urum Bina Marga, Pengairan dan Eengi Sumber 
Daya Mineral Kabupaten Sa bas bertugas memperbeili dan meningkatkan 
kondisi ruas jalan, drainase, trotoar, serta memaperbaili dan mengganti lamp 
jalan yang rusake; dan 

e. Dina Perlerj%an Urumn Cipta Kary%, Tata uang daon Perurahan 
Ka bupaten Sambas bertugas memelihara kebersihan umum sccara rutin, 
menata taman, serta memelihara dan memangkas pohon pelindung agar 
tidak mengganggu ketertiban dan keindahan kota 

BAB VII 

SANKSI 

Pas.al 10 

(I] Pelarggaran terhadap Peraturan Dupati ini dapat dikenakan sank.si 
(2) Sanksi sebogaimana dimaksud dalam ayat (l) meliputi: 

a. pemberian sanksi tilang berupa tindak pidana ringan (1pRNG; 
b. tindakan pengempesan seluruh atau sebagian ban kendaraan dengan 

mencabut dan menya pent ban; 
c tindakan penguncian ban kendaraan, 
d. tindakan perindahan/ penderekan kendaraa; 



e. pemberian peringatan, pembelcuan dan/ atau pencabutan izin usaha 
angkutan umum (SIUAU] yang dimihiki; dan / atau 

f penghentian/ larangan beroperas dalam wilaryah Kabupaten Sambas 
bagi kendaraan amg.kutan uurn 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal I 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangal diundangk.an. 

Agar setiap orang engetahuinya, temerintah.an pengudangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Benita Daera.h Ka bupaten Sambas. 

Ditetaplan di Sambas 

pada tang#ad 8 Agustus 2016 

BUPATI SAMBAS, 

rrp 

ATBAH ROMIN SUHAILI 

Diundangkae di Samba 
Pauda tas.gad 8 Agut 2016 

EKRETARIS DAERAN KABUPATEN SAMBAS 

TTD 

AMAT AKADOI 

BERITA DAE#AH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR I9 

alinan ssuai dengnaslnya 
KEALA BAGIAN HUKLUM DAN 

PERUN! UNDAN 

$ 
0IV/al 

NIP. 19640112 200003 1 003 



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR [' TAHUN 20I6 
TANGGAL 3 4694,, 2016 
TENTANG KAWASAN TERTIB LALU 

LINTAS DI KABUPATEN 
SAMBAS 

RUAS JALAN KAWABAN TERTIB LALU LINTAS DI KABUPATEN SAMBAS 

% 
) 

I 
I 

BUPATT SAMBAS, 

TTD 

ATBAH ROMIN SUHAILI 

MAR1ANIS 
bin.a (IV/a 

NIP 19640112 200003 1 003 

Salina sesuai dengan arcs.liy.a 
KEPALA dAN HUKUM DAN 

PERUN ANG UN 


